HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023

Pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Blora telah dilakukan Pengujian

Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN INFORMASI

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN
KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)

DIBUKA

DITUTUP

JANGKA WAKTU
DITUTUP

Naskah Hasil Pemeriksaan
(NHP) dan Kertas Kerja
Pemeriksaan (KKP)

Pasal 17 hurufidan j UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 23 dan 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Standar AAIPI Bab Standar
Komunikasi Pasal 4060 tentang
Pendistribusian Dokumen Audit

Berpotensi disalahgunakan oleh
orang yang tidak berkepentingan

Menjaga penyalahgunaan dari
pihak yang tidak
berkepentingan

5 Tahun

Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) termasuk LHP
pemeriksaan kasus, LHP
review laporan keuangan

Pasal 17 hurufidan j UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 23 dan 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Berpotensi disalahgunakan oleh
orang yang tidak berkepentingan

Menjaga penyalahgunaan dari
pihak yang tidak
berkepentingan

5 Tahun




KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN

Sendiri (HPS)

Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 26 Perpres Nomor 12
Tahun 2021

perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat

intelektual dan persaingan
usaha tidak sehat

NO INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA) JANGKA WAKTU
PENGECUALIAN INFORMASI DITUTUP
DIBUKA DITUTUP
Standar AAIPI Bab Standar
Komunikasi Pasal 4060 tentang
Pendistribusian Dokumen Audit
3 Laporan/surat Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Audit keuangan yang dilakukan oleh Melindungi dokumen dari Sampai setelah selesai
pertanggungjawaban Nomor 43 Tahun 2009 tentang | orang/Lembaga yang tidak memiliki penyalahgunaan diaudit oleh APIP dan
keuangan (SPJ) berikut Kearsipan kewenangan audit berpotensi BPK
lampi jadi
pieannya. el 7 St f. 1, Ul Nomer | Padinya penyalahaunaen
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
-+ Rincian Harga Perkiraan Pasal 17 huruf b Nomor 14 Dapat menganggu kepentingan Melindungi hak atas kekayaan | 10 Tahun




Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No

Nama

Jabatan

Unit Kerja

Tanda Tangan

1

Pujo Catur Susanto,
SE, MM

Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten Blora
selaku Ketua Bidang Fasilitasi
Sengketa Informasi pada PLID

Sekretariat Daerah Kabupaten Blora

Pratikto Nugroho,
S.Sos, MM

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Blora selaku
PPID Kabupaten Blora

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Blora

Kariyono, ST, MT

Kepala Bidang Informasi
Komunikasi Publik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Blora selaku Sekretaris
PLID

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Blora

Sri Widayaningsih,
S.Si, M.Si

Kepala Bidang Statistik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Blora selaku Anggota
Bidang Pengelolaan Data dan
Klasifikasi Informasi pada PLID

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Blora

_

Ahmad Hudhil Khoiri,
SE, MM

Kepala Bidang Statistik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Blora selaku Anggota
Bidang Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi pada PLID

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Blora




Dinas Komunikasi dan Informatika

6 |Ir. Tedi Rindaryo Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Widodo Informatika Kabupaten Blora Kabupaten Blora
7 R Inspektorat Daerah Kabupaten Blora \.
Dian cﬂ# hn T‘swcru@ «}ﬂﬁcg ﬁg@v
8 | Siti lhumun Nirg | [<asubba 9 Umpeg Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten ~
Blora %
9 -De Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
uh
M %«303 lev Kab. Blora
10 | §1H Cot M- © 4 w A D Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kab. Blora
14 Zuhe S pinduwCep) S xwretanrd: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Blora §




18

il My

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Blora

19

( heiskne {3 AR
UM, ¢H.

1_._4. Tu&.u )r: Mua maos@D..
Pubkoor Pembmaan Aduvotor 7B

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Kabupaten Blora

20

b (o

=
Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora /

21

Sofia Cahyaningrum,

SE, MM

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli
muda pada Dinkominfo Kab. Blora

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Blora

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BLORA
Qﬁmmu dan Dokumentasi




